BAB YV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengawasan Badan
Permusyawaratan Nagari (BPN) terhadap Pembangunan Rumah Desa Sehat
(RDS) di Nagari Koto Sani Kabupaten Solok Tahun 2025, dapat disimpulkan
bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan BPN terhadap pembangunan RDS
dilakukan melalui beberapa tahapan pengawasan, yaitu penetapan standar,
pelaksanaan pengawasan, perbandingan hasil dengan standar, serta tindakan
korektif.

1. Penetapan standar pengawasan

Pada tahap penetapan standar, BPN Nagari Koto Sani menjadikan
rencana pembangunan dan informasi mengenai kegiatan pembangunan RDS
sebagai dasar dalam melaksanakan pengawasan. BPN mengetahui rencana
pembangunan melalui pembahasan bersama Pemerintah Nagari serta
memperoleh informasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan.
Keterlibatan BPN pada tahap ini menunjukkan bahwa pengawasan telah
dimulai sejak sebelum pembangunan dilaksanakan. Selain itu, masyarakat juga
memiliki ruang untuk terlibat melalui musyawarah dan penyampaian aspirasi
yang berkaitan dengan pembangunan. Dengan demikian, standar pengawasan
BPN pada dasarnya mengacu pada rencana dan tujuan pembangunan yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah Nagari bersama pihak terkait.
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2. Pelaksanaan pengawasan

Pada tahap pelaksanaan pengawasan, BPN melakukan pemantauan
terhadap pembangunan RDS melalui peninjavan langsung ke lokasi
pembangunan, komunikasi dengan Pemerintah Nagari, rapat, serta menerima
informasi dan aspirasi dari masyarakat. Pengawasan dilakukan untuk
mengetahui  perkembangan  pembangunan dan memastikan  bahwa
pelaksanaannya tetap mengacu pada rencana yang telah ditetapkan. Dalam
pelaksanaannya, pengawasan BPN belum dilakukan secara terus-menerus atau
setiap hari karena anggota BPN memiliki keterbatasan waktu dan kesibukan
masing-masing. Meskipun demikian, BPN tetap melakukan pemantauan
terhadap beberapa aspek penting, seperti kesesuaian pembangunan dengan
rencana, kondisi fisik bangunan, proses pelaksanaan pekerjaan, serta manfaat
pembangunan bagi masyarakat.
3. Perbandingan hasil pembangunan dengan standar

Pada tahap perbandingan, BPN melakukan pencocokan antara hasil
pembangunan RDS dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
Perbandingan dilakukan dengan melihat kesesuaian bentuk dan fungsi
bangunan, lokasi pembangunan, kondisi fisik, serta manfaat pembangunan.
Berdasarkan hasil penelitian, tidak ditemukan adanya penyimpangan besar
yang menyebabkan perubahan terhadap tujuan pembangunan RDS. Namun
demikian, pengawasan tetap perlu memperhatikan berbagai persoalan kecil
yang mungkin muncul selama maupun setelah pembangunan. Selain itu, hasil

pengawasan dan temuan yang diperoleh perlu didokumentasikan dengan lebih
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baik agar dapat menjadi bahan evaluasi dan pertanggungjawaban dalam
pelaksanaan fungsi pengawasan BPN.
4. Tindakan korektif
Pada tahap tindakan korektif, BPN menjalankan perannya dengan
melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang dianggap perlu diperjelas,
kemudian menyampaikan saran, masukan, dan rekomendasi kepada Pemerintah
Nagari. Tindakan tersebut menjadi bentuk tindak lanjut BPN apabila terdapat
hal-hal yang perlu diperbaiki atau diperhatikan dalam pembangunan RDS.
Pemerintah Nagari pada pelaksanaannya menunjukkan sikap terbuka terhadap
masukan yang diberikan oleh BPN. Meskipun demikian, pelaksanaan tindakan
korektif masih perlu diperkuat, terutama dalam hal pencatatan dan dokumentasi
rekomendasi serta melakukan verifikasi terhadap tindak lanjut yang telah
diberikan. Dengan demikian, fungsi pengawasan BPN tidak hanya berhenti
pada pemberian saran, tetapi dapat memastikan bahwa masukan tersebut benar-
benar ditindaklanjuti.
B. Saran-Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, beberapa saran yang
dapat diberikan berkaitan dengan pengawasan BPN terhadap pembangunan
Rumah Desa Sehat di Nagari Koto Sani adalah sebagai berikut:
1. Pada tahap penetapan standar, BPN Nagari Koto Sani disarankan untuk
memperjelas dasar dan indikator yang digunakan dalam melakukan
pengawasan terhadap pembangunan. BPN tidak hanya berpedoman pada

rencana pembangunan secara umum, tetapi juga dapat menetapkan aspek-
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aspek yang perlu diperhatikan sejak awal, seperti kesesuaian lokasi,
bentuk dan fungsi bangunan, kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan, serta
pemanfaatan hasil pembangunan. Dengan adanya standar yang lebih jelas,
proses pengawasan akan lebih terarah dan memudahkan BPN dalam
menilai keberhasilan pembangunan.

Pada tahap pelaksanaan pengawasan, BPN disarankan untuk
meningkatkan intensitas pemantauan terhadap kegiatan pembangunan.
Pengawasan tidak harus dilakukan setiap hari, tetapi dapat dilakukan
secara berkala sesuai dengan tahapan pembangunan. BPN juga perlu
meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah Nagari dan masyarakat agar
informasi mengenai perkembangan pembangunan dapat diperoleh secara
cepat. Selain itu, hasil peninjauan lapangan sebaiknya dicatat atau dibuat
dalam bentuk dokumentasi sederhana sehingga setiap kegiatan
pengawasan memiliki bukti dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi.
Pada tahap perbandingan hasil, BPN disarankan melakukan penilaian yang
lebih sistematis dengan membandingkan hasil pembangunan secara
langsung dengan rencana yang telah ditetapkan. Perbandingan tersebut
tidak hanya memperhatikan kondisi fisik bangunan, tetapi juga kesesuaian
fungsi dan manfaat RDS bagi masyarakat. Setiap temuan, baik yang
bersifat besar maupun kecil, sebaiknya dicatat dan didokumentasikan agar
dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Nagari serta mencegah

terulangnya permasalahan yang sama pada pembangunan berikutnya.
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4, Pada tahap tindakan korektif, BPN disarankan untuk memperkuat
mekanisme penyampaian dan tindak lanjut saran maupun rekomendasi
kepada Pemerintah Nagari. Setiap masukan yang diberikan sebaiknya
didokumentasikan dengan jelas, termasuk permasalahan yang ditemukan,
bentuk rekomendasi, pihak yang bertanggung jawab, dan tindak lanjut
yang dilakukan. BPN juga perlu melakukan verifikasi kembali terhadap
rekomendasi yang telah disampaikan untuk memastikan bahwa masukan
tersebut benar-benar ditindaklanjuti oleh Pemerintah Nagari. Dengan
demikian, fungsi pengawasan BPN dapat berjalan secara lebih efektif dan

tidak hanya berhenti pada pemberian saran.
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